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1. [HOAKS] DPR Tunda Pembahasan RUU Perampasan Aset
hingga Tahun Depan

. Penjelasan:

DPR atas RUU Perampasan Aset bahas taun depan.

Untuk sementara ini DPR sibuk bahas UU Nomor 12 Tahun 1980 dan PP Nomor 75 Tahun 2000 . . .

Anggota DPR berhak atas uang pensiun seumur hidup, bahkan jika hanya menjabat satu periode (5 Be red a r se b u a h u n g g a h a n d | m ed | a sos | a I Fa Ce boo k d e n g a n
tahun)

Pensiun berkisar antara 6%-75% dari gaji pokok sekitar Rp3,2 juta/bulan) serta tunjangan hari tua

Rp1 5 uta narasi yang mengeklaim Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Isu ini memicu kontroversi dan gugatan ke MK karena dianggap tidak &

UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pi X b menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Tertinggi/Tinggi Negara.
Berdasarkan masa bakti, anggota yang menjabat satydgie

h\dup.PensmmemnggimencapalRpS.BJb . d ; .“\ | u b perampasan Aset h|ngga tahun depan.

kali sebesar Rp15 juta.
#realita

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari

turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan

kompas.id berjudul “RUU Perampasan Aset Menunggu
RKUHAP karena Dianggap sebagai Fondasi” yang
memberitakan pembahasan RUU Perampasan Aset kembali
. : tertunda karena DPR memilih menunggu pengesahan RUU

DPR TUNDA RUU PERAMPASAN ASET A Ca . . .
BAHAS TAUN DEPAN Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai sebagai fondasi

utama dalam sistem peradilan pidana. Lalu hasil penelusuran
juga juga mengarah ke berita kompas.tv berjudul “RUU
Perampasan Aset Digodok, DPR dan Akademisi Ingatkan Risiko
Penyalahgunaan Wewenang”. Berita ini melaporkan bahwa
pada Kamis, 15 Januari 2026 Komisi Il DPR RI secara resmi
memulai pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk
meminta Badan Keahlian (BKD) DPR untuk menyiapkan dan
memaparkan naskah akademik. Sepanjang penelusuran, tidak
ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan

klaim dalam unggahan.

Hoaks

Link Counter:

emisi-ingatkan-risiko-penyalahgunaan-wewenang



https://turnbackhoax.id/articles/32089-salah-dpr-tunda-pembahasan-ruu-perampasan-aset-hingga-tahun-depan
https://www.kompas.id/artikel/ruu-perampasan-aset-menunggu-rkuhap-karena-dianggap-sebagai-pondasi
https://www.kompas.tv/nasional/644238/ruu-perampasan-aset-digodok-dpr-dan-akademisi-ingatkan-risiko-penyalahgunaan-wewenang
https://turnbackhoax.id/articles/32089-salah-dpr-tunda-pembahasan-ruu-perampasan-aset-hingga-tahun-depan
https://turnbackhoax.id/articles/32089-salah-dpr-tunda-pembahasan-ruu-perampasan-aset-hingga-tahun-depan
https://www.kompas.id/artikel/ruu-perampasan-aset-menunggu-rkuhap-karena-dianggap-sebagai-pondasi
https://www.kompas.id/artikel/ruu-perampasan-aset-menunggu-rkuhap-karena-dianggap-sebagai-pondasi
https://www.kompas.tv/nasional/644238/ruu-perampasan-aset-digodok-dpr-dan-akademisi-ingatkan-risiko-penyalahgunaan-wewenang
https://www.kompas.tv/nasional/644238/ruu-perampasan-aset-digodok-dpr-dan-akademisi-ingatkan-risiko-penyalahgunaan-wewenang
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2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Sekretaris
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

Penjelasan:

Info kontak

Beredar di media sosial akun WhatsApp dengan
nomor 0852-8541-0853 mengatasnamakan
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Sukabumi Nuryamin.

Faktanya, dilansir dari akun Instagram
Pemerintah Kabupaten Sukabumi

@pemkab_sukabumi_diskominfo, nomor

tersebut bukan milik  Sekretaris Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.
Masyarakat diimbau untuk selalu mengonfirmasi

kebenaran informasi diterima dan

Media, tautan & dok | yang
melaporkan pesan yang mencurigakan.

Berbintang

Notifikasi
Tema chat

Simpan ke foto

7: Pesan Sementara

Hoaks

Link Counter:

-  https://www.instagram.com/p/DUI9dILD98N



https://www.instagram.com/p/DUI9dILD98N/
https://www.instagram.com/p/DUI9dILD98N/

%:- LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Ruang Digital
KOMDIGI Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI

Minggu, 1 Februari 2026

3. [HOAKS] Foto Sudewo Kembali ke Rumahnya pada 28
Januari 2026

Postingan 2BintanG @

info terbaru. hari bpk Sudewo sudah di rumah.

Q% 221 323 komentar 2 Kali dibagikan

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim Bupati Pati nonaktif Sudewo
yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19

Januari 2026 telah kembali ke rumahnya.

Faktanya, klaim Bupati Pati nonaktif Sudewo yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Januari 2026 telah kembali ke rumahnya

merupakan hoaks. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid bahwa Sudewo telah

pulang ke rumahnya di Kabupaten Pati. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Sudewo ditahan
oleh KPK untuk sementara waktu selama 20 hari. Sudewo ditahan bersama Kepala Desa
Karangrowo Abdul Suyono, Kepala Desa Arumanis Sumarjiono, dan Kepala Desa Sukorukun

Karjan yang juga berstatus tersangka.

Hoaks

Link Counter:

-  https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/01/29/190800482/-hoaks-foto-sudewo-k

embali-ke-rumahnya-pada-28-januari-2026?page=1



https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/01/29/190800482/-hoaks-foto-sudewo-kembali-ke-rumahnya-pada-28-januari-2026?page=1
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/01/29/190800482/-hoaks-foto-sudewo-kembali-ke-rumahnya-pada-28-januari-2026?page=1
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/01/29/190800482/-hoaks-foto-sudewo-kembali-ke-rumahnya-pada-28-januari-2026?page=1
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4. [HOAKS] Aturan Seragam ASN Kementerian Agama Pakai
Baju Biru Prabowo

Penjelasan:

Beredar unggahan poster di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya aturan dinas Aparatur Sipil
Negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag). Melalui poster yang beredar pada Januari 2026 itu, tertera
pada setiap hari Rabu, ASN diminta memakai baju berwarna biru muda seperti baju kampanye Presiden

Prabowo Subianto.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran
menggunakan bantuan Google Lens dengan memasukan gambar poster yang beredar, hasilnya tidak
ditemukan informasi valid mengenai aturan baru pakaian dinas ASN. Melalui akun Instagram resmi

Kemenag Kabupaten Jombang @kemenag_jombang, pihaknya menginformasikan bahwa aturan pakaian

dinas ASN dengan warna biru muda adalah hoaks. Sementara, aturan seragam terbaru berkaitan dengan
baju Korpri diatur dalam Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 10 Tahun 2024. Baik dalam surat edaran BKN maupun Permendagri, tidak ada kewajiban
memakai pakaian dengan warna biru muda seperti yang dikenakan pasangan Prabowo-Gibran saat

kampanye Pilpres 2024.

Hoaks

Link Counter:

or-2-tahun-2026/



https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/01/30/121800482/-hoaks-aturan-seragam-asn-kemenag-pakai-baju-biru-prabowo
https://www.instagram.com/p/DUEzhKhgdv4/?img_index=2
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/01/30/121800482/-hoaks-aturan-seragam-asn-kemenag-pakai-baju-biru-prabowo
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/01/30/121800482/-hoaks-aturan-seragam-asn-kemenag-pakai-baju-biru-prabowo
https://www.instagram.com/p/DUEzhKhgdv4/?img_index=2
https://peraturan.bpk.go.id/Details/300166/permendagri-no-10-tahun-2024
https://www.bkn.go.id/regulasi/surat-edaran-kepala-badan-kepegawaian-negara-nomor-2-tahun-2026/
https://www.bkn.go.id/regulasi/surat-edaran-kepala-badan-kepegawaian-negara-nomor-2-tahun-2026/

